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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Disparitas Pidana Pada Tindak Pidana Pendistribusian
Dokumen Elektronik yang Bermuatan Pelanggaran Kesusilaan. Permasalahan yang
dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa saja faktor terjadinya disparitas pidana pada
tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran
kesusilaan? Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemberian putusan
pidana dalam tindak pidana pendistribusian dokumen elektrenik yang bermuatan
pelanggaran kesusilaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,
dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statuie Approach), pendekatan
kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (canceptual approach). Hasil
pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa: Faktor terjadinya disparitas
pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan
pelanggaran kesusilaan, yaitu tidak adanya pedoman pemberian hukuman secara
k, hukum itu sendiri dan perbedaan terhadep pandangan hakim tersebut.
Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek non yuridis
seperti hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, selain itu juga ada
pertimbangan terhadap motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, akibat
perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, umur dan pekerjaan Terdakwa,
pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa dan tujuan dari pemidanaan itu

sendiri.

spesifi

Kata Kunci: Disparitas Pidana; Pendistribusian Dokumen Elektronik; Pelanggaran
Kesusilaan.
Menyetujui:
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka.l Hal ini
bermakna bahwa segala aktivitas pemerintahan, masyarakat dan kenegaraan harus
disandarkan pada mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi maupun dalam
bentuk peraturan perundang-undangan lainnya.? Peranan hukum yang sangat
penting adalah untuk menjaga keseimbangan di dalam masyarakat dengan
menciptakan keamanan dan ketertiban. Apabila tatanan di dalam masyarakat
terganggu, maka harus dikembalikan pada keadaan semula dan tentunya hal ini
perlu melibatkan semua komponen yang berpengaruh terhadap penegakan hukum
itu sendiri, misalnya dari unsur peraturan, si penegak hukum, dan kesadaran hukum
masyarakat.

Dalam hal penegakkan hukum, hakim merupakan salah satu penegak hukum
yang dapat menjatuhkan dan memutuskan pidana terhadap suatu perkara. Peran
hakim mempunyai beban tanggungjawab yang besar terhadap Tuhan, masyarakat,

diri sendiri, dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya.

! Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana
Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak, Jurnal Verstek Vol.8 No.1, him. 158.

2 Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum.Vol. 14 No. 3, September
2014, him. 554,



Dalam hal memutuskan suatu perkara tidaklah mudah. Dalam memeriksa dan
memutuskan perkara, seorang hakim harus berdiri di tengah-tengah di antara
mereka yang berperkara, yang berarti tidak memihak hanya kepada satu pihak saja
atau tidak condong melainkan harus tegak dan dalam keadaan posisi yang
seimbang. Menjalankan peran tersebut berarti putusan yang dibuat dapat diterima
oleh kedua belah pihak yang berperkara dengan adil, meskipun tidak bisa
dipungkiri bahwa pengertian adil itu sendiri berbeda-beda bagi setiap orang. Inilah
yang menjadi persoalan dalam suatu putusan hakim.?

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 48
Tahun 2009). Salah satu ciri dari negara hukum dengan konsep rechtsstaat ialah
kekuasaan kehakiman yang bebas, mandiri, serta indepedensi kekuasaan
kehakiman ditanggung sepenuhnya oleh negara. Tidak ada seorangpun termasuk
penguasa yang dapat mencampuri keputusan Hakim. Hal ini harus ditegaskan agar
hakim mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, khususnya
dalam rangka mewujudkan pilar-pilar hukum, baik kepastian, keadilan maupun
kemanfaatan hukum.*

Namun dalam hal menjatuhkan pidana, tidak ada peraturan perundang-

undangan yang secara tegas memberikan pedoman bagi hakim. Undang-Undang

3 Anang Priyanto, Citra Hakim Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Di Indonesia, file:///C:/Users/User/AppData/L ocal/Temp/4374-11199-1-PB-1.pdf, diakses pada 02
Oktober 2020, pukul 10.50 WIB.

4 1bid, him 555.



file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/4374-11199-1-PB-1.pdf

yang ada hanya dijadikan sebagai patokan atau pedoman pemberian hukuman
maksimal dan minimalnya saja. Oleh sebab itu, pedoman pemberian pidana
seharusnya tegas dicantumkan dalam Undang-Undang, untuk menghindari hakim
menjatuhkan putusan dengan semena-mena. Hal inilah yang acap Kkali
menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.®
Polemik dalam masyarakat akan muncul ketika hakim menjatuhkan pidana
yang berbeda pada kasus yang sama. Berdasarkan pemikiran Chaenf Molly seperti
halnya yang dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah
penerapan pidana yang tidak sama atau berbeda terhadap tindak pidana yang sama
(same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat
diperbandingkan (offences of comporable seriousness) tanpa dasar pembenaran
yang jelas. Ada juga menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka tanpa
merujuk legal category (kategori hukum), disparitas pidana dapat terjadi pada
penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik.® Keadaan
seperti ini dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk tidak adanya keadilan (social
justice) di dalam sebuah negara hukum dan akan melemahkan atau bahkan
menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum itu
sendiri. Dari persoalan ini akan nampak suatu hal yang serius, apakah hakim telah
melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan hukum dengan seadil-adilnya?.

Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 telah mencatat suatu kemajuan baru

5 Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,
Masalah-Masalah Hukum, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/17096-54780-1-PB.pdf ,
Jilid 47 No.3, Juli 2018, him 216.

® Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung:PT.Alumni,
2005) him.53.
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yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa
Einstein. Banyak hal penting pada abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi informasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan umat manusia.
Teknologi informasi sudah menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia.
Namun demikian, di samping adanya dampak positif pengguna teknologi informasi
bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan dampak
negatif yaitu menimbulkan akses penyalahgunaan untuk tujuan memperoleh
keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan
kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang dikenal sebagai tindak pidana.’

Dari banyaknya hal yang mengkhawatirkan, perkembangan modus operandi
dari tindak pidana mengambil peran yang penting untuk dicegah.® Perkembangan
modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi
informasi yang mana mempunyai dampai negatif bagi seluruh bidang kehidupan
modern saat ini. Tindak pidana yang sebelumnya dilakukan dengan pemikiran dan
cara yang konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut. Berbagai tindak
kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, pembobolan Automated Teller
Machine (ATM), perjudian dan penipuan di dunia maya (internet), pencurian data-
data perusahaan lewat internet dan penyebaran dokumen elektronik yang bermuatan

pelanggaran kesusilaan.®

7 Naskah Akademik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

8 Maskun, Pengantar Cybercrime, (Makassar: Pustaka Pena press, 2011), him.49.

® 0.C.Kaligis, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, (Jakarta: Indonesia Against
Injustice, 2010), him. 1-3.



Semakin besar pengaruh dari teknologi itu maka semakin besar pula risiko
teknologi informasi itu disalahgunakan. Pada kenyataanya, banyak hal buruk yang
terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah merasa bahwa
teknologi informasi perlu diatur dalam hukum.! Kehadiran hukum dengan
fungsinya sebagai “a tool of social control” sangat diperlukan karena fungsi hukum
tersebut sebagai alat pengendali sosial.!!

Merespon perkembangan modus operandi suatu tindak pidana yang
dilakukan melalui media elektronik, Lembaga Legislatif dengan instrument “politik
hukum pidana” telah menghasilkan suatu produk hukum yang khusus mengatur
tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami
perubahan pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) agar
pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak dipergunakan secara sembarangan
oleh masyarakat.

Keberadaan UU ITE merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, dan menjamin
keadilan serta kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi.!? Dengan

adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan

ODSLA, UU ITE: Pasal-pasal dan Mereka yang Terjerat, https://www.dslalawfirm.com/uu-
ite , diakses pada 23 September 2020, pukul 22.55 WIB.

1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosioogis) (Jakarta: PT
Toko Gunung Agung, 2002), him. 87.

12 Zakky, UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) UU No. 11 Tahun 2008,
https://www.zonareferensi.com/uu-ite/ , diakses pada 23 September 2020, pukul 22.20 WIB.
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teknologi informasi, maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana
dalam ruang teknologi informasi berbasis elektronik.

Penelitian ini mengambil 4 (empat) contoh kasus yang akan dikaji, yaitu
Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta, 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn,
723/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dan 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal tentang Tindak Pidana
“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan”.

Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018, terdakwa yang bernama Tungku Jaya
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan.
terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dan pasal-pasal lain dari peraturan Perundang-undangan
yang bersangkutan. Pengadilan Negeri Baturaja kemudian menyatakan terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat pelanggaran
kesusilaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.*

13 putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta.



Kasus kedua yaitu Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn dengan
terdakwa yang bernama Riski Jastino Sitanggang yang berstatus sebagai mahasiswa
didakwa karena pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Pukul 15.30 WIB,
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pengadilan Negeri
Medan mengadili dengan menyatakan terdakwa Riski Jastino Sitanggang telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja
mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar
kesusilaan. Kemudian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh)
bulan.'*

Kasus ketiga yaitu Putusan Nomor 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks dengan
terdakwa yang bernama Muh.Arafah didakwa karena pada tanggal 4 Maret 2019
bertempat di Perum Ruko kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pelanggaran kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45
ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang

14 pytusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.



Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Pengadilan Negeri Makassar
menjatuhkan putusan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dan 4 (empat) bulan.®®
Kasus keempat yaitu Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal dengan
terdakwa bernama Sutrisno Alias Risno Pakaya. Pada hari yang tidak dapat diingat
lagi pada tanggal 15 April 2019 sekira pukul 13.31 WITA yang bertempat di jalan
Dewi Sartika Kota Palu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Palu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan mendistribusikan
dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan seperti yang diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan
sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.®
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam
bentuk skripsi yang berjudul “ DISPARITAS PIDANA PADA TINDAK
PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG

BERMUATAN PELANGGARAN KESUSILAAN”

15 putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks.
16 pytusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 281/Pid.Sus/2019/PN.Pal.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:
1. Apa saja faktor terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian
dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pemberian putusan pidana dalam
tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran

kesusilaan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor terjadinya disparitas pidana pada
tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran
kesusilaan.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap penjatuhan
putusan pidana pada tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang

bermuatan pelanggaran kesusilaan.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:
1.  Manfaat Teoretis
Manfaat secara teoretis dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan serta kontribusi pemikiran sebagai bahan masukan dan
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penerapan perluasan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum pidana terkait
dengan penyebab terjadinya tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik
yang bermuatan pelanggaran kesusilaan.
2.  Manfaat Praktis

Pencapaian dari penulisan skripsi ini yaitu berupa manfaat praktis dimana
dapat menyumbangkan pemikiran terkait dengan proses disparitas pidana pada
tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran
kesusilaan sehingga bisa memberikan masukan kepada penegak hukum dalam
memutuskan suatu perkara dan menambah pengetahuan tentang hukum kepada
masyarakat terutama dalam hal disparitas pidana pada tindak pidana pendistribusian

dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya pada objek yang
menjadi permasalahan dari penelitian ini yaitu diberatkan pada pidana, pemidanaan,
dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana

pendistribusian dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori adalah kerangka gagasan atau butir-butir pendapat, teori
mengenai suatu persoalan, kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan

perbandingan yang mungkin disetujui ataupun tidak.’

17 M.Solly Lubis, Filsafat llmu dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994), him 91.
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1. Teori Pembuktian

Yang menjadi masalah pembuktian ini adalah merupakan masalah yang
menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian ini
adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang berarti menerapkan
ketentuan hukum secara jujur untuk mencari siapakah pelaku tindak pidana dan
bukanlah mencari kesalahan seseorang.'®

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang di
dalamnya mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut undang-undang,
syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut, sistem yang dianut
dalam pembuktian, serta kewenangan hakim antara menerima, menolak dan menilai
suatu pembuktian. Perlu dikemukakan bahwa sumber-sumber hukum pembuktian
adalah, sebagai berikut:
a.  Undang-undang
b.  Doktrin atau ajaran
c.  Yurisprudensi®®

Di dalam teori ini terdapat 4 sistem pembuktian ialah sebagai berikut:?°
1.  Sistem Keyakinan Belaka

Teori ini menyatakan bahwa hakim dianggap cukup memiliki keyakinan
untuk menyatakan si terdakwa bersalah atau tidak hanya berdasarkan keyakinan

belaka, dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum. Sistem ini sangat bersifat

18 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana (Palembang: Unsri, 2018),
him.185.

19 Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam perkara Pidana untuk
Mahasiswa dan praktis (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 10.

20 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, op.cit., him. 186.
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subjektif.?! Dengan sistem ini hakim dapat mencari alasan putusannya itu menurut
perasaan semata-mata hingga berdasarkan perasaan itu hakim dapat menentukan
apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Hakim tidak diwajibkan
mengemukakan apa yang menjadi dasar dari putusannya, namun jika hakim ingin
menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti tersebut,
termasuk upaya pembuktian yang sangat sulit diterima dengan akal.

Keluhan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terdapat kepercayaan
yang sangat besar terhadap diri hakim sehingga banyak hasil dari putusan hakim
yang sulit untuk diterima akal bahkan sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim
atasan, karena tidak dapat mengetahui dasar pertimbangan hakim yang mengarah
ke jatuhnya putusan. Oleh karena itu sistem ini tidak dapat diterima lagi di
Indonesia.?

2. Sistem Menurut Undang-Undang Secara Positif (positief-wettelijk)

Dalam teori ini Undang-Undang menentukan alat bukti yang dapat digunakan
oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat memakainya, bilamana alat bukti tersebut
telah dipakai secara yang ditegaskan oleh Undang-Undang maka hakim harus dan
berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara atau kasus yang
diperiksanya, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas
kebenaran putusannya itu.

Sebaliknya apabila belum terpenuhinya persyaratan tentang cara-cara

mempergunakan alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang

21 H.Agus Takariawan, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia, (Bandung:
Pustaka Reka Cipta, 2019), him.43.
22 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, op.cit., him. 186.
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maka hakim akan mengambil keputusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu
berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal
ini hakim sendiri memiliki keyakinan atas hal itu.

Sistem ini menunjukkan bahwa putusan itu melulu menurut ketentuan
Undang-Undang dan meninggalkan nilai kepercayaan terhadap diri hakim sebagai
sumber keyakinan, hingga dapat menimbulkan bentuk putusan yang dapat
menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan terhadap Hakim
yang mencerminkan kehendak masyarakat. Maka dari itu sistem ini tidak dapat
diterapkan di Indonesia.?®
3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh memutuskan pidana apabila sedikit-
dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu jelas adanya,
ditambah dengan keyakinan hakim diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Hal ini
diatur dalam Pasal 183 KUHAP.?*

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif.
Dalam hal ini pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa memiliki

cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian®® yang ditentukan Undang-

23 |bid, hlm. 187.

24 Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya”.

25 Dapat dilihat pada Pasal 184 KUHAP, “bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa” dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-
X11/2014 tanggal 28 April 2015, https://www.mKkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-

Xl11_2014.pdf



https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf
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Undang (minimal dua alat bukti) dan jika ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang
ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori ini disebut juga dengan negatief wettelijke, istilah ini berarti: wettelijke,
berdasarkan Undang-Undang sedangkan negatif, maksudya ialah bahwa meskipun
dalam suatu perkara atau kasus terdapat cukup bukti yang sah, tetapi apabila hakim
tidak yakin ataupun apabila hakim telah yakin namun bukti belum tercukupi, maka
hakim belum boleh menjatuhkan putusan sebelum memperoleh keyakinan tentang
kesalahan terdakwa.

Seperti yang disebutkan di atas, maka menurut teori ini hakim baru boleh
menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti
menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim terhadap kesalahan
terdakwa. Jadi meskipun sudah cukup bukti yang sah, namun apabila hakim belum
cukup yakin ataupun hakim sudah yakin tetapi belum ada cukup bukti yang sah,
maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.?®
4.  Sistem Pembuktian Bebas (vrije bewijstheorie)

Teori pembuktian ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan
menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat
pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang, melainkan hakim
tersebut secara bebas disetujui memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya
berlandaskan alasan-alasan yang dapat diterima oleh logika.

Sistem ini disebut juga dengan Conviction Raissonee. Jadi, berdasarkan teori

ini dapat diketahui bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam

26 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Op.Cit., him. 188.
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Undang-Undang. hakim dengan bebas menentukan alat bukti dan keyakinan hakim
masih memegang peranan asalkan didukung dengan alasan-alasan yang jelas.
hakim harus memberikan reasoning atau menjelaskan alasan dari keyakinannya.?’
Penting dikemukakan bahwa dalam membicarakan tentang pembuktian ini

menyangkut beberapa masalah, yaitu:

1) Alat pembuktian (bewijsmiddel);

2) Penguraian pembuktian (bewijsvoering);

3) Kekuatan pembuktian (bewijskracht);

4) Dasar pembuktian (bewijsgrond);

5) Beban pembuktian (bewijslast).?®

2.  Teori Penjatuhan Putusan

Pemahaman terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari
pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu seperti
yang dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, netral atau jujur
(impartiality).

Badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif oleh
hakim melalui putusan-putusannya merupakan kekuasaan kehakiman. Hakim
adalah pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang seharusnya bebas dan tidak

memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

27H.Agus Takariawan, Op.Cit.
28 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Op.Cit., him. 189.
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Fungsi utama dari seorang hakim ialah memberikan putusan terhadap kasus
atau perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana tidak lepas
dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke). Maka dari itu, putusan hakim
bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, tetapi juga
didasarkan pada hati nurani.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan hak dan
kewenangan hakim dan harus tetap dikawal juga dihormati oleh semua pihak tanpa
terkecuali, sehingga tidak satupun orang atau pihak yang dapat mengintervensi
hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus
memperhitungkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang
diperiksa sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta

mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.®

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (methodology research) mengajarkan secara teoretis
tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian dan metode (methods) sebagai cara
kerja ilmiah dalam penelitian dilakukan mulai dari menetapkan sifat dan karakter
penelitian, merumuskan hipotesis, merumuskan permasalahan, tematik atau judul
penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil

penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya.*°

29 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 102-104.
30 Nurul Qamar dkk., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Makassar: CV.
Social Politic Genius. 2017), him 2.
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Metode penelitian mempunyai peran yang besar dalam penelitian karya
ilmiah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif.
Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan hukum kepustakaan atau data sekunder saja.®* Penelitian ini
mengarah pada penelitian terhadap Putusan Nomor: 440/Pid.Sus/2018/PN.Bta,
774/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, 723/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan Putusan Nomor:
281/Pid.Sus/2019/PN.Pal tentang tindak pidana pendistribusian dokumen
elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, yang tujuannya adalah untuk
menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
disparitas pidana terhadap keempat putusan tersebut.
2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dan dalam penelitian
ini digunakan pendekatan Undang-undang (Statute Approach), pendekatan kasus
(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).®
a.  Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua Undang-Undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang digarap. Pendekatan
perundang-undangan ini akan membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari

adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-

31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: RajawaliPers, 2010), him. 13-14.
32 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum-edisi revisi (Jakarta: kencana, 2016), him.133.
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Undang lainnya, atau antara Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang atau
antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari kajian tersebut merupakan suatu
asumsi atau dugaan untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.

b.  Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengupas kasus-kasus yang berkaitan
dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus itu bisa berupa kasus yang terjadi
di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok di dalam pendekatan ini adalah
ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk mencapai
suatu putusan.3*

c.  Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual bergerak dari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mengkaji pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan mendapatkan
ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum yang
relevan dengan isu yang sedang dihadapi dan konsep-konsep hukum. Pemahaman
terhadap hal itu merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

argumentasi hukum dalam menuntaskan isu yang dihadapi.®®

% 1bid, him. 133-134.
% 1bid, him 134.
% 1bid, him. 135
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3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, dasar dari pengumpulan data untuk penelitian
adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan.
a.  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dalam suatu
penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.3®
b.  Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang
bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti
karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku hasil dari
pemikiran dan penelitian para ahli hukum, serta jurnal hukum yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.®’
c.  Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan
sekunder, di mana dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan seperti Internet,

Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus hukum.38

%Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT
RajaGrafindoPersada, 2012), him. 31.

37 1bid, him 32.

% 1bid
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4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif maka teknik pengumpulan
bahan yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library study) dan putusan hakim.
Studi kepustakan bermanfaat untuk mendapatkan bahan hukum primer dan
sekunder, yaitu Putusan Pengadilan, tulisan maupun buku yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian. Dalam hal ini maka peneliti menganalisis putusan hakim
dan buku teori tentang hukum dan pemidanaan, serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan tindak pidana mendistribusikan dokumen
elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan yang dibahas penulis.
5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan analisis metode kualitatif,3® yang meletakkan
setiap bagian dari sumber data primer yang ada dan sumber sekunder, selanjutnya
melakukan pemaparan agar dapat dicapai kesimpulan atas data-data yang sudah ada
dan akhirnya permasalahan dari penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6.  Penarikan Kesimpulan

Suatu analisis yuridis normatif hakikatnya menekankan pada metode deduktif
sebagai pegangan yang utama,®® dan dalam penelitian ini digunakan metode
deduktif dimana kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan

yang khusus.

39 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dam Desertasi, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), him.27.
40 Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Op.Cit, him. 166.
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